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Pasal 2

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 bertujuan
untuk memberikan pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian bagi:

a.
b.

(1)

(2)

BPJS dalam penyelenggaraan SJSN; dan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
Pemangku Kepentingan dalam rangka pemberian
dukungan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan SJSN
oleh BPJS, sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3
Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. visi;
b misi;
c. target kepesertaan program Jaminan Sosial;
d <'st1'ategi program Jaminan Sosial; dan
€ arah kebijakan program Jaminan Sosial.

Peta Jalan Jaminan Sosial Tabun 2023-2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 disusun mengacu pada:

a.

b.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025; o

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024; dan

c. Tuyjuan ...
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun skema jaminan
sosial bagi seluruh penduduk. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3) yang
menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
Komitmen Pemerintah tersebut dimulai dengan pelaksanaan implementasi
Program Jaminan Kesehatan sejak 1 Januari 2014 dan Program Jaminan
Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang mulai diimplementasikan sejak 1 Juli
2015.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang selanjutnya disusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Program Jaminan Kesehatan
dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan
dan pencapaian kepesertaan semesta dan Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung
jawab atas pengelolaan dan pencapaian kepesertaan pada pekerja. Baik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maupun
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
mengamanatkan kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk untuk Program
Jaminan Kesehatan dan seluruh pekerja untuk Program Jaminan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan. Seluruh penduduk wajib menjadi peserta tanpa
kecuali. Program jaminan sosial yang diprioritaskan untuk mencakup
seluruh penduduk terlebih dahulu adalah Program Jaminan Kesehatan.

Sejak . . .
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Sejak awal mula implementasi program pada 1 Januari 2014 hingga
akhir tahun 2019, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
meningkat secara bertahap dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,1% per
tahun. Secara total cakupan kepesertaan telah meningkat sebanyak sekitar
30,7% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan. Pada akhir 2019, cakupan kepesertaan telah mencapai 83,5%
jumlah penduduk. Namun demikian, masih ditemukan kekurangan sebesar
11,5% untuk dapat mencapai amanat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang telah menargetkan cakupan
kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebesar 95% jumlah penduduk di
tahun 2019.

Grafik 1 Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan terhadap
Jumlah Penduduk
Tahun 2014-2020 (dalam persen)
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Cakupan kepemilikan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
peserta formal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, cakupan
kepesertaan pekerja formal sudah mencapai sekitar 67,1%. Sementara
cakupan untuk peserta informal tahun 2015-2019 berturut-turut yaitu
sebesar 0,4%; 2,0%; 2,5%; 3,4%, dan 3,7%. Angka tersebut masih cukup
jauh apabila dibandingkan dengan target sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Apabila memperhitungkan
jumlah peserta non-aktif, cakupan kepesertaan pekerja formal sudah
mencapai 94,2% dan pekerja informal 4,2% pada akhir 2019. Meskipun
demikian, perhitungan total pekerja (aktif dan non-aktif) yang menjadi
peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih terdapat

kemungkinan data ganda.
Grafik . . .
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Pelaksanaan SJSN memerlukan payung hukum yang kuat dan
harmonis. Dalam kerangka pengembangan, penguatan, efektivitas, dan
efisiensi pelaksanaan program, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial
menjadi salah satu strategi utama pada periode 2023-2024. Adapun
peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk
ditelaah dan ditinjau adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan terkait dengan hubungan antar
kelembagaan SJSN, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata
kelola SJSN Kesehatan;

2. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian;

3. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Pensiun;
4. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Hari Tua;

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan;

6. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Dewan Jaminan Sosial
Nasional;

7. Peraturan perundang-undangan terkait dengan transformasi program
dan kelembagaan;

Peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi,

9. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pekerja Bukan Penerima
Upah;

10. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pekerja Migran
Indonesia; dan

11. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pegawai Pemerintah
Non-ASN.

Untuk. ..
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Untuk itu, dalam upaya pelaksanaan SJSN dan memperluas
cakupannya untuk seluruh penduduk dan cakupan Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja perlu disusun peta jalan (road map).
Melalui peta jalan ini diharapkan Pemerintah dapat menyelesaikan beberapa
isu strategis dalam periode 2023-2024. Strategi dan kebijakan dalam peta
jalan disusun selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 dan Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable
Development Goals (SDGs) Tahun 2030. Pelaksanaan peta jalan ini
diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang bersifat lintas sektor.

Peta jalan ini juga telah diselaraskan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Nomor 6/PUU-XVIII/2020
tentang Pengujian Pasal 57 huruf e dan huruf f serta Pasal 65 dari Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
yang menyatakan ketentuan mengenai pengalihan program yang
diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri dan Perusahaan Perseroan (Persero} PT
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke BPJS
Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.

B. VISI DAN MISI
Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 memiliki visi

“mewujudkan jaminan sosial yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai

berikut:

1. memberikan pedoman bagi penyelenggara Jaminan Sosial dalam
penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Program Jaminan
Sosial Bidang Ketenagakerjaan,;

2. memperluas cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi
seluruh penduduk Indonesia dan Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja; dan

3. menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dan Program Jaminan
Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertera
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan
pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, diperlukan strategi dan arah

kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab II.

C. TARGET . ..
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BAB 11
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Peta Jalan Jaminan Sosial ini disusun untuk memberikan arah dan

langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, koheren,
terpadu, dan terukur dari waktu ke waktu guna mewujudkan visi “Mewujudkan
jaminan sosial yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan”. Peta Jalan
Jaminan Sosial disusun untuk pelaksanaan periode 2023-2024 terdiri dari 4
(empat) strategi sebagai berikut:

1.

2.
3.
4

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang Jaminan Sosial.
Peningkatan Program Jaminan Sosial.
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian
Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Arah kebijakan untuk keempat strategi tersebut adalah:
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang Jaminan Sosial

1.1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait
bidang jaminan sosial.

Peningkatan Program Jaminan Sosial

2.1. Peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan dan
memperluas kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan;

2.2. Penyesuaian iuran dan paket manfaat Program Jaminan Kesehatan
dan iuran dan paket manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan;

2.3. Pengembangan paket manfaat kesehatan Program Jaminan Kesehatan
dan paket pelayanan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan;

2.4. Penguatan pengelolaan keuangan SJSN yang transparan, akuntabel,
dan berkelanjutan; dan

2.5. Penyesuaian tarif dan pembiayaan dan pembelanjaan strategis
(strategic purchasing) di bidang kesehatan.

3. Penguatan . ..
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3. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional

3.1. Penguatan fungsi, tugas, dan kewenangan kelembagaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional; dan

3.2. Perbaikan tata kelola hubungan antar kementerian/lembaga dan BPJS
di pusat dan daerah.

4. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian
Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

4.1. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SJSN
terpadu dengan memanfaatkan sistem pengelolaan data berbasis
teknologi informasi; dan

4.2. Pengendalian penyelenggaraan SJSN melalui pengembangan sistem
pencegahan, penanganan, dan penindakan kesalahan dan
kecurangan.

Strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan
kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pemerintah
Daerah. Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangannya dengan menggunakan instrumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Setiap kegiatan memiliki kementerian/lembaga penanggung jawab dan
kementerian/lembaga terkait. Kementerian/lembaga penanggung jawab
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi lintas sektor pada kegiatan tertentu;
melaksanakan kegiatan;

mendorong harmonisasi dan integrasi kegiatan;

memantau dan memastikan tercapainya target kegiatan; dan

jika diperlukan, melibatkan kementerian/lembaga lain yang belum
termasuk sebagai kementerian/lembaga terkait namun memiliki
keterkaitan dengan pencapaian target indikator, sesuai kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian/lembaga terkait adalah kementerian/lembaga yang
mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya. Tugas kementerian/lembaga terkait adalah:

a. melaksanakan kegiatan untuk pencapaian target kegiatan sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangannya,

b. mendukung kegiatan kementerian/lembaga penanggung jawab;
c. mendukung penyediaan data dan informasi; dan
d. dukungan lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Rincian dari strategi, arah kebijakan, indikator, target dan tahun
pencapaian, kegiatan, kementerian/lembaga penanggung jawab, dan
kementerian/lembaga terkait dijabarkan sebagai berikut:

o a0 T

ASPEK . ..
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Arah Kebijakan 1.1: Penguatan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Jaminan Sosial

Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian /Lembaga Terkait
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab &
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Sasaran 1.1.1: Terlaksananya penguatan dan

harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Bidang Jaminan Sosial

1.

Penyusunan rencana penguatan dan
harmonisasi peraturan perundang-
undangan Program Jaminan Kesehatan,
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Hari Tua dan
Jaminan Pensiun ke dalam kerangka
regulasi dokumen perencanaan
pembangunan dan program perencanaan
perundang-undangan menengah dan
tahunan.

1.Satu dokumen
rencana
harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional dan

A%

\Y

a. Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

b. Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

a. Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

b. Kementerian Kesehatan

c. Kementerian
Ketenagakerjaan

d. Kementerian Sosial

Kementerian Keuangan

Kementerian Dalam Negeri

S0
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
Rencana Strategis g. Kementerian Sekretariat
kementerian/ Negara
lembaga. h. Otoritas Jasa Keuangan
2.Satu dokumen i. Badan Pemeriksa Keuangan
Program j. Dewan Jaminan Sosial
Perencanaan Nasional
Peraturan k. Badan Penyelenggara
Perundang- Jaminan Sosial Kesehatan
undangan yang 1. Badan Penyelenggara
mencantumkan Jaminan Sosial
rencana Ketenagakerjaan
harmonisasi m. Tim Nasional Percepatan
peraturan Penanggulangan
perundang- Kemiskinan
undangan.
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peraturan perundang-undangan terkait
hubungan antar kelembagaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional, pengelolaan
aset dana jaminan sosial, dan tata kelola
BPJS Kesehatan.

kajian harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan terkait
hubungan antar
kelembagaan Sistem
Jaminan Sosial
Nasional,
pengelolaan aset
dana jaminan sosial,
dan tata kelola BPJS
Kesehatan.

Nasional
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2. | Penyusunan kajian untuk harmonisasi | Satu dokumen \% Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

b. Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

c. Kementerian Sekretariat
Negara

d. Kementerian Keuangan

e. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional

f. Kementerian Kesehatan

g. Otoritas Jasa Keuangan
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
h. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
3. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen \Y a. Dewan Jaminan a. Kementerian Koordinator
harmonisasi peraturan perundang- | kajian penguatan Sosial Nasional Bidang Pembangunan
undangan terkait Program Jaminan | dan harmonisasi b. Kementerian Manusia dan Kebudayaan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. | peraturan Ketenagakerjaan b. Kementerian Keuangan
perundang- c. Kementerian Kesehatan
undangan terkait d. Kementerian Perencanaan
Program Jaminan Pembangunan
Kecelakaan Kerja Nasional/Badan
dan Jaminan Perencanaan Pembangunan
Kematian. Nasional
e. Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
f. Kementerian Sekretariat

Negara

SK No 099750 C
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
g. Otoritas Jasa Keuangan
h. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
i. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
4. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen Vv Dewan Jaminan a. Kementerian Koordinator
harmonisasi peraturan perundang- | kajian penguatan Sosial Nasional Bidang Pembangunan
undangan terkait Program Jaminan | dan harmonisasi Kementerian Manusia dan Kebudayaan
Pensiun. peraturan Ketenagakerjaan b. Kementerian Keuangan
perundang- c. Kementerian Perencanaan

undangan terkait
Program Jaminan
Pensiun.

Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional

SK No 099749 C

d. Kementerian . . .
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Kementerian Sekretariat
Negara
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
5. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen \% a. Dewan Jaminan Kementerian Koordinator
harmonisasi peraturan perundang- | kajian penguatan Sosial Nasional Bidang Pembangunan
undangan terkait Program Jaminan Hari | dan harmonisasi b. Kementerian Manusia dan Kebudayaan
Tua. peraturan Ketenagakerjaan Kementerian Keuangan
perundang- Kementerian Perencanaan
undangan terkait Pembangunan
Program Jaminan Nasional/Badan
Hari Tua.

SK No 099748 C

Perencanaan . . .
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Perencanaan Pembangunan
Nasional
d. Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
e. Kementerian Sekretariat
Negara
f. Otoritas Jasa Keuangan
g. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
6. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen \% a. Dewan Jaminan a. Kementerian Koordinator
harmonisasi peraturan perundang- | kajian penguatan Sosial Nasional Bidang Pembangunan
undangan terkait Dewan Jaminan Sosial | dan harmonisasi b. Kementerian Manusia dan Kebudayaan
Nasional. peraturan Perencanaan b. Kementerian Kesehatan
perundang- Pembangunan c. Kementerian Sosial
undangan terkait Nasional/Badan

SK No 099747 C

Dewan. ..
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harmonisasi peraturan

undangan terkait transformasi program

perundang-

kajian penguatan
dan harmonisasi

Sosial Nasional

b. Kementerian

-19-
Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Dewan Jaminan Perencanaan Kementerian
Sosial Nasional. Pembangunan Ketenagakerjaan
Nasional Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
7. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen \% a. Dewan Jaminan Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

dan kelembagaan. peraturan Perencanaan Kementerian
perundang- Pembangunan Ketenagakerjaan
undangan terkait Nasional/Badan Kementerian Pertahanan
transformasi Perencanaan . Kementerian
program dan Pembangunan Pendayagunaan Aparatur
kelembagaan. Nasional Negara dan Reformasi
c. Kementerian Birokrasi
Keuangan

SK No 099746 C

e. Kementerian . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7

e. Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Kementerian Sekretariat

Negara

Kementerian Badan Usaha

Milik Negara

Kantor Staf Presiden

Tentara Nasional Indonesia

Kepolisian Negara Republik

Indonesia

k. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

1. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

[}

o= S

m. PT...

SK No 099745 C
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian /Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
m. PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri
(Persero)
n. PT Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Persero)
8. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen \Y% Kementerian a. Kementerian Hukum dan
harmonisasi peraturan perundang- | kajian penguatan Ketenagakerjaan Hak Asasi Manusia
undangan terkait penerapan sanksi. dan harmonisasi b. Kementerian Dalam Negeri
peraturan c. Kementerian Keuangan
perundang- d. Kementerian Agraria dan
undangan terkait Tata Ruang /Badan
penerapan sanksi. Pertanahan Nasional
e. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

SK No 099744 C

f. Sekretariat . . .
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No.

Kegiatan

Output

Kerangka Waktu
Pelaksanaan

Kementerian/Lembaga
Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

2023

2024

4

5

7

P @

Sekretariat Kabinet
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan
Dewan Jaminan Sosial
Nasional

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

harmonisasi
undangan

9. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan

peraturan
terkait  Pekerja

perundang-
Bukan

Penerima Upah.

Satu dokumen
kajian penguatan
dan harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan terkait

a. Dewan Jaminan

Sosial Nasional

b. Kementerian

Ketenagakerjaan

a0 op

Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan

SK No 099743 C

Pekerja . . .
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No.

Kegiatan

Output

Kerangka Waktu
Pelaksanaan

Kementerian/Lembaga
Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

2023

2024

3

4

5

6

7

Pekerja Bukan
Penerima Upah.

Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

harmonisasi
undangan
Indonesia.

10. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan

peraturan perundang-
terkait  Pekerja  Migran

Satu dokumen
kajian penguatan
dan harmonisasi

a. Dewan Jaminan
Sosial Nasional

ow

Kementerian Luar Negeri
Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

SK No 099742 C

peraturan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
peraturan b. Kementerian c. Badan Penyelenggara
pergmdang; ait Ketenagakerjaan Jaminan Sosial
undangan terkai :
Pekerja Migran Ketenagakerjaan
Indonesia.
11. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu dokumen \% a. Kementerian a. Kementerian
harmonisasi peraturan perundang- | kajian penguatan Pendayagunaan Ketenagakerjaan
undangan terkait Pegawai Non-ASN yang | dan harmonisasi Aparatur Negara b. Kementerian Desa,
bekerja pada instansi Pemerintah. peraturan dan Reformasi Pembangunan Daerah
perundang- Birokrasi Tertinggal, dan

undangan terkait

. Dewan Jaminan

Transmigrasi

SK N0 099741 C

Pegawai Non-ASN Sosial Nasional c. Kementerian Sosial
yang bekerja pada d. Kementerian Dalam Negeri
instansi Pemerintah. e. Kementerian Keuangan
f. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
g. Badan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
g. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
h. PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri
(Persero)
i. PT Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Persero)
12. | Penyusunan kajian peraturan perundang- | Satu dokumen \% Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator
undangan terkait seluruh Program | kajian untuk Nasional Bidang Pembangunan
Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | integrasi peraturan Manusia dan Kebudayaan
perundang- b. Kementerian
undangan terkait Ketenagakerjaan
Program Jaminan c. Kementerian Sosial
Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.

SK No 099740 C

d. Kementerian . . .
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No.

Kegiatan

Output

Kerangka Waktu
Pelaksanaan

Kementerian/Lembaga
Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

2023 2024

4 )

7

d. Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Badan Usaha
Milik Negara

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

5 o

harmonisasi

operasional

peraturan

Kementerian

13. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan

perundang-

undangan terkait pelayanan kesehatan
tertentu berkaitan dengan kegiatan

Pertahanan,

Satu kajian
penguatan dan
harmonisasi
peraturan
perundang-

Kementerian
Pertahanan

Kementerian Kesehatan
Tentara Nasional Indonesia
c. Kepolisian Negara Republik
Indonesia

o

SK No 099739 C

Tentara . . .
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Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . :
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
Tentara  Nasional Indonesia, dan | undangan terkait d. Dewan Jaminan Sosial
Kepolisian Negara Republik Indonesia. pelayanan kesehatan Nasional
tertentu berkaitan e. Badan Penyelenggara
dengan kegiatan Jaminan Sosial Kesehatan
operasional
Kementerian
Pertahanan, Tentara
Nasional Indonesia,
dan Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.
14. | Penyusunan kajian untuk penguatan dan | Satu kajian \% \Y/ a. Kementerian a. Kementerian Perencanaan
harmonisasi peraturan perundang- | penguatan Ketenagakerjaan Pembangunan
undangan terkait Jaminan Kehilangan harmonisasi b. Kementerian Nasional/Badan
Pekerjaan. peraturan Keuangan Perencanaan Pembangunan
perundang- .
undanganan terkait Nasional

SK No 099814 C

Jaminan . ..
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Pekerjaan.

08-
Kerangka Waktu Kementerian/Lembaga . .
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Kementerian/Lembaga Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
Jaminan Kehilangan b. Dewan Jaminan Sosial
Pekerjaan. Nasional
c. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
15. | Penyusunan kajian penguatan dan | Satu kajian \% \Y a. Kementerian a. Kementerian Perencanaan
restrukturisasi, keberlanjutan ketahanan | penguatan dan Ketenagakerjaan Pembangunan
pendanaan terkait Jaminan Kehilangan | restrukturisasi, b. Kementerian Nasional/Badan
Pekerjaan. keberlanjutan Keuangan Perencanaan Pembangunan
ketahanan Nasional
pendanaan terkait b. Dewan Jaminan Sosial
Jaminan Kehilangan Nasional

c. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

SK No 099737 C
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ASPEK PROGRAM
Strategi 2: Peningkatan Program Jaminan Sosial

Arah Kebijakan 2.1: Peningkatan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan dan Memperluas Kepesertaan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Jaminan Kesehatan
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya persentase jumlah peserta terhadap populasi
1. | Peningkatan  kepesertaan  Program | 98% cakupan A% \Y Badan Penyelenggara a. Kementerian
Jaminan Kesehatan. kepesertaan Program Jaminan Sosial Koordinator Bidang
Jaminan Kesehatan Kesehatan Pembangunan Manusia
di tahun 2024. dan Kebudayaan
b. Kementerian Dalam
Negeri
c. Kementerian
Perindustrian

d. Kementerian . . .

SK No 101946 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
d. Kementerian
Ketenagakerjaan
e. Kementerian Kesehatan
f. Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan

Menengah

Kementerian Keuangan

Kementerian Badan

Usaha Milik Negara

i. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

j-  Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

k. Sekretariat Kabinet

=

SK No 099544 C

1. Badan. ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Badan Pusat Statistik

m. Kepolisian Negara

Republik Indonesia

n. Kejaksaan Agung

Republik Indonesia

o. Otoritas Jasa Keuangan

Sasaran 2.1.2 Meningkatnya jumlah peserta di kelompok peserta Non-Penerima Bantuan Iuran

1.

Perluasan kepesertaan di kelompok Non-
Penerima Bantuan Iuran.

161.365.895 jiwa di
tahun 2024.

\% v

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan

a0

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Kementerian
Ketenagakerjaan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian
Kementerian Kesehatan

SK No 099776 C

f. Kementerian . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Kementerian
Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

. Kementerian

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

. Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Badan Pusat Statistik
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

. Kejaksaan Agung Republik

Indonesia

SK No 099542 C

Sasaran . ..
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mendaftar sebagai peserta.

pelaksanaan
penerapan sanksi
administratif.

Asasi Manusia

b. Kementerian Dalam

Negeri

c. Kepolisian Negara

Republik Indonesia

-33-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Sasaran 2.1.3 Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta

1. | Penerapan sanksi administratif dan | Satu dokumen \Y \% a. Kementerian Kementerian

sanksi publik bagi yang belum | regulasi/petunjuk Hukum dan Hak Ketenagakerjaan

Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

. Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

SK No 099541 C

f.Dewan. ..
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sustainabilitas

keuangan.

b. Dewan Jaminan

Sosial Nasional

-34-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
f. Dewan Jaminan Sosial
Nasional
g. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
Sasaran 2.1.4 Meningkatkan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kepesertaan
1. | Analisa dampak perluasan peserta | Satu dokumen \% a. Badan a. Kementerian Koordinator
terhadap sustainabilitas keuangan. kajian analisis Penyelenggara Bidang Pembangunan
dampak perluasan Jaminan Sosial Manusia dan Kebudayaan
peserta terhadap Kesehatan b. Kementerian Keuangan

Kementerian Kesehatan

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Sasaran 2.1.5 Meningkatnya persentase jumlah

peserta Program Jamin

an Sosial Bidang Ketenagaker

jaan terhadap total pekerja

SK No 099816 C

1. | Perluasan kepesertaan Program | 53,52% cakupan \% \% Badan Penyelenggara a. Kementerian Perindustrian
Jaminan Sosial Bidang | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian
Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan

Bidang . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Bidang c. Badan Pusat Statistik
Ketenagakerjaan di

tahun 2024.

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Sasaran 2.1.6 Meningkatnya persentase jumlah

peserta program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jam

inan Kematian di kelompok usaha besar

1. Perluasan

kepesertaan

Program

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian di kelompok usaha besar.

100% cakupan
kepesertaan Program
Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan
Kematian di
kelompok usaha
besar di 2024.

\Y%

\%

a.

Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Kementerian
Ketenagakerjaan

a.

Kementerian Dalam Negeri

b. Kementerian Perindustrian
c.
d. Badan Pusat Statistik

Kementerian Perdagangan

Sasaran 2.1.7 Meningkatnya persentase jumlah

peserta program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jam

inan Kematian di kelompok usaha sedang

1. Perluasan

kepesertaan

Program

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian di kelompok usaha sedang.

80% cakupan
kepesertaan Program
Jaminan Kecelakaan

A%

\Y

a.

Badan
Penyelenggara

a.
b.
c.

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan

SK No 099537 C

Kerja . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Kerja dan Jaminan Jaminan Sosial d. Badan Pusat Statistik
Kematian di Ketenagakerjaan

kelompok usaha b. Kementerian

sedang di 2024. Ketenagakerjaan

Sasaran 2.1.8 Meningkatnya persentase jumlah

peserta Program Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jam

inan Kematian di kelompok usaha mikro, kecil, dan

menengah
1. | Perluasan kepesertaan Program | 60% cakupan \% v Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
Kematian di kelompok usaha mikro, | Jaminan Kecelakaan Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan
kecil, dan menengah. Kerja dan Jaminan d. Kementerian Koperasi dan
’ Kematian di Usaha Kecil dan Menengah
kelompok Usaha e. Kementerian
Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan
Menengah di 2024. f. Badan Pusat Statistik

SK No 099536 C

Sasaran . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Sasaran 2.1.9 Meningkatnya persentase jumlah

peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jam

inan Kematian perorangan

1. | Perluasan kepesertaan Program | 50% cakupan \% \% Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
Kematian perorangan. Jaminan Kecelakaan Ketenagakerjaan c. Kementerian

Kerja dan Jaminan Ketenagakerjaan
Kematian d. Kementerian Perdagangan
perorangan di 2024. e. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
f. Badan Pusat Statistik
Jaminan Hari Tua
Sasaran 2.1.10 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha besar

1. | Perluasan kepesertaan Program | 90% cakupan \Y \Y Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Hari Tua di kelompok usaha | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
besar. Jaminan Hari Tua di Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan

SK No 099535 C

kelompok . . .
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sedang di 2024.
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
kelompok usaha d. Kementerian
besar di 2024. Ketenagakerjaan
e. Badan Pusat Statistik
Sasaran 2.1.11 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha sedang
1. | Perluasan kepesertaan Program | 60% cakupan \% \Y% Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Hari Tua di kelompok usaha | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
sedang. Jaminan Hari Tua di Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan
kelompok usaha d. Kementerian

e.

Ketenagakerjaan
Badan Pusat Statistik

Sasaran 2.1.12 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua di kelompok usaha mikro, kecil, dan mene

ngah

1.

Perluasan kepesertaan Program
Jaminan Hari Tua di Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

40% cakupan
kepesertaan Program
Jaminan Hari Tua di
kelompok usaha

\Y

\Y

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

a0 o

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah

SK No 099534 C

mikro . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
mikro, kecil, dan e. Kementerian
menengah di 2024. Ketenagakerjaan
f. Badan Pusat Statistik
Sasaran 2.1.13 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Hari Tua perorangan
1. | Perluasan kepesertaan Program | 30% cakupan \" \Y Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Hari Tua perorangan. kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
Jaminan Hari Tua Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan
perorangan di 2024. d. Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
e. Kementerian
Ketenagakerjaan
f. Badan Pusat Statistik

SK No 099533 C

Jaminan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Jaminan Pensiun

Sasaran 2.1.14 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program J ami

nan Pensiun di kelompok usaha besar

1. | Perluasan kepesertaan Program | 80% cakupan \Y \Y Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Pensiun di kelompok usaha | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
besar. Jaminan Pensiun di Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan

kelompok usaha d. Kementerian
besar di 2024. Ketenagakerjaan
e. Badan Pusat Statistik
Sasaran 2.1.15 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha sedang

1. | Perluasan kepesertaan Program | 50% cakupan \" \Y Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Pensiun di kelompok usaha | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
sedang. Jaminan Pensiun di Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan

kelompok usaha d. Kementerian
sedang di 2024. Ketenagakerjaan
e. Badan Pusat Statistik

SK No 099528 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Sasaran 2.1.16 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program Jaminan Pensiun di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah

SK No 099527 C

1. | Perluasan kepesertaan Program | 60% cakupan \Y \% Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri
Jaminan Pensiun di kelompok usaha | kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
mikro, kecil, dan menengah. Jaminan Pensiun di Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan

kelompok Usaha d. Kementerian Koperasi dan
Mikro, Kecil, dan Usaha Kecil dan Menengah
Menengah di 2024. e. Kementerian
Ketenagakerjaan
f. Badan Pusat Statistik
Sasaran 2.1.17 Meningkatnya persentase jumlah peserta Program J aminan Pensiun perorangan

1. | Perluasan kepesertaan Program | 10% cakupan \Y% \% Badan Penyelenggara a. Kementerian Dalam Negeri

Jaminan Pensiun perorangan. kepesertaan Program Jaminan Sosial b. Kementerian Perindustrian
Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan c. Kementerian Perdagangan
perorangan di 2024. d. Kementerian

Ketenagakerjaan
e. Badan Pusat Statistik
Sasaran . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran 2.1.18 Terciptanya program baru atau manfaat baru maternity benefit
1. |Penyusunan kajian pengembangan | Satu dokumen \% a. Kementerian a. Kementerian Kesehatan
program baru atau manfaat baru | kajian Ketenagakerjaan b. Kementerian Perencanaan
maternity benefit. pengembangan b. Badan Pembangunan
program baru atau Penyelenggara Nasional/Badan
manfaat baru Jaminan Sosial Perencanaan
maternity benefit. Ketenagakerjaan Pembangunan Nasional
c. Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional
d. Dewan Jaminan Sosial

Nasional

Sasaran 2.1.19 Terciptanya brand equity, brand
kepatuhan

awareness, tingkat pemahaman peserta, tingkat pem

ahaman masyarakat, tingkat kepesertaan, tingkat

1.

Sosialisasi, Advokasi, dan Edukasi
Publik Terpadu Sistem Jaminan Sosial
Nasional.

Satu laporan
pelaksanaan
sosialisasi, advokasi,

\Y

\Y

a. Kementerian
Perencanaan

Pembangunan

a.

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

SK No 099775 C

dan. ..




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-43-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
dan edukasi publik Nasional/Badan b. Kementerian Kesehatan
terpadu Sistem Perencanaan c. Kementerian
Jaminan Sosial Pembangunan Ketenagakerjaan
Nasional (formal dan Nasional d. Kementerian Komunikasi
informal)} dan satu . Kementerian dan Informatika
berkas bahan Pendidikan, e. Kementerian Agama
pengayaan bahan Kebudayaan, Riset, |f. Badan Pusat Statistik
ajar pendidikan dan Teknologi g. Dewan Jaminan Sosial
formal. Nasional
h. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

SK No 099774 C

Sasaran . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Sasaran 2.1.20 Terbangunnya sistem monitorin

dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasion

al

Jaminan Sosial Nasional.

monitoring dan
evaluasi yang
terintegrasi.

Nasional

1. | Pengembangan sistem monitoring dan Satu dokumen A% \% Dewan Jaminan Sosial Kementerian Koordinator
evaluasi terpadu  penyelenggaraan | rancangan Nasional Bidang Pembangunan
Sistem Jaminan Sosial Nasional. pengembangan Manusia dan Kebudayaan

sistem monitoring . Kementerian Kesehatan
dan evaluasi terpadu Kementerian
Sistem Jaminan Ketenagakerjaan
Sosial Nasional.
2. | Monitoring dan evaluasi terpadu Sistem | Satu dokumen hasil \Y% \Y Dewan Jaminan Sosial Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

. Kementerian Kesehatan

Kementerian
Ketenagakerjaan

SK No 099524 C

Sasaran . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran 2.1.21 Tersusunnya indeks kepuasan peserta (customer satisfaction index)
1. | Penyusunan indeks kepuasan peserta | Satu dokumen \% v Badan a. Kementerian Kesehatan
(customer satisfaction index). pedoman survei Penyelenggara b. Kementerian
kepuasan peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
terhadap Kesehatan c. Dewan Jaminan Sosial
penyelenggaraan Badan Nasional
Sistem Jaminan Penyelenggara
Sosial Nasional. Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Sasaran 2.1.22 Tersedianya data Penerima Bantuan Iuran yang di-update secara berkala
1. | Pemutakhiran berkala data Penerima | 100 % data A% \% Badan a. Kementerian Koordinator
Bantuan Iuran sesuai dengan Peraturan | Penerima Bantuan Penyelenggara Bidang Pembangunan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 | l[uran yang Jaminan Sosial Manusia dan Kebudayaan
tentang Penerima Bantuan Iuran termutakhirkan. Kesehatan b. Kementerian
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah Ketenagakerjaan
diubah . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

diubah dengan Peraturan Pemerintah b. Badan c. Kementerian Kesehatan
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penyelenggara d. Kementerian Keuangan
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Jaminan Sosial e. Dewan Jaminan Sosial
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan Nasional
Penerima Bantuan Iuran Jaminan c. Kementerian Sosial
Kesehatan. d. Kementerian Dalam

Sasaran 2.1.23 Terselesaikannya kasus pelanggaran yang diselesaikan

sistem penegakan kepatuhan

Sisterm Jaminan Sosial Nasional

1.

Penegakan kepatuhan kepada pihak
yang terkait dalam Sistem Jaminan
Sosial Nasional.

100% laporan aduan
yang tertangani/
terselesaikan.

A% A%

Kementerian
Ketenagakerjaan

a.

b.

Kejaksaan Agung Republik
Indonesia

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Dewan Jaminan Sosial
Nasional

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099522 C

e. Badan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

€.

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Sasaran 2.1.24 Terbangunnya basis data kepesertaan Badan Penyeleng
Ketenagakerjaan yang berbasis NIK

gara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1.

Integrasi data kepesertaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara berkala.

100 % data

kepesertaan yang

terintegrasi.

\Y

\Y

a. Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan

b. Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

c. Kementerian Dalam
Negeri

a.

b.

Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Kementerian
Ketenagakerjaan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Kementerian Kesehatan

SK No 101967 C

e. Dewan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
e. Dewan Jaminan Sosial
Nasional
Sasaran 2.1.25 Peningkatan Literasi Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketena akerjaan
1. Kajian Identifikasi Masalah, Tantangan | Satu dokumen \Y Kementerian Keuangan | a. Kementerian
serta Peluang Peningkatan Literasi | kajian pemetaan Ketenagakerjaan
Keuangan Masyarakat Indonesia | kondisi literasi b. Kementerian Kesehatan
termasuk Jaminan Sosial. keuangan c. Bank Indonesia
masyarakat dan d. Otoritas Jasa Keuangan
strategi untuk e. Dewan Jaminan Sosial
peningkatan literasi Nasional
keuangan yang f. Badan Penyelenggara
efektif termasuk Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial. g. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

SK No 099773 C

2. Edukasi . .
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Keuangan termasuk Jaminan Kesehatan
dan Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.

pelaporan kegiatan
sosialisasi, seminar,
dan/atau kunjungan
ke lembaga
pendidikan.

-49-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2. | Edukasi Masyarakat Mengenai Sektor | Satu dokumen \Y \Y Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

. Kementerian Keuangan

Kementerian
Ketenagakerjaan
Kementerian Kesehatan
Bank Indonesia

Dewan Jaminan Sosial
Nasional

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

SK No 099772 C

Arah ..
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aket Manfaat Program Jaminan Kesehatan dan Iuran dan Paket Manfaat Program Jaminan
ensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Jaminan Kesehatan
Sasaran 2.2.1 Standardisasi paket manfaat
1. | Penyusunan standar pelayanan medis | Satu dokumen \Y \Y% Kementerian Kesehatan | a. Dewan Jaminan Sosial
(Pedoman Nasional Pelayanan | Standar Pelayanan Nasional
Kedokteran). Medis. b. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
2. | Mendukung standar pelayanan di fasilitas Tersedianya standar \Y A% a. Kementerian a. Kementerian Dalam Negeri
kesehatan yang telah | pelayanan sesuai Kesehatan b. Kementerian Keuangan
mengimplementasikan standar pelayanan | dengan Kebutuhan b. Pemerintah Daerah |c. Dewan Jaminan Sosial
sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan dan | Dasar Kesehatan Nasional
kelas perawatan standar. dan kelas perawatan d. Badan Penyelenggara
standar. Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 101964 C

3. Penyusunan . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
3. | Penyusunan standar kelas perawatan | Satu dokumen \Y% a. Badan a. Kementerian Keuangan
Program Jaminan Kesehatan. standar kelas Penyelenggara b. Kementerian Pertahanan
perawatan. Jaminan Sosial c. Kementerian Dalam Negeri
Kesehatan d. Dewan Jaminan Sosial
b. Kementerian Nasional
Kesehatan

Sasaran 2.2.2 Paket manfaat, besaran iuran, dan besaran tarif Program
keuangan negara dan keterjangkauan (affordability) masyarakat

Jaminan Kesehatan yang disesuaikan secara berkala mempertimbangkan kondisi

1. | Pengembangan akses
ketersediaan fasilitas kesehatan.

pelayanan dan

100% ketersediaan
fasilitas kesehatan.

\% \Y%

a. Kementerian
Kesehatan
b. Pemerintah Daerah

o

Kementerian Keuangan
Kementerian Pertahanan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Kementerian Dalam Negeri

SK No 099771 C

e. Dewan ...
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
e. Dewan Jaminan Sosial
Nasional
f. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
2. | Rasionalisasi paket manfaat berdasarkan | a. Dokumen hasil A" \% Kementerian Kesehatan | a. Kementerian Keuangan
hasil kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan. kajian b. Kementerian Pertahanan
Kebutuhan c. Dewan Jaminan Sosial
Dasar Kesehatan. Nasional
b. Dokumen d. Badan Penyelenggara
kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan
penyesuaian
paket manfaat.
3. | Penetapan kebijakan dan implementasi | Dokumen kebijakan \Y \Y Kementerian Kesehatan | a. Kementerian Keuangan
urun biaya. implementasi urun b. Kementerian Dalam Negeri
biaya. c. Dewan Jaminan Sosial
Nasional

SK No 099770 C

d.Badan. ..




PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

-53-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
d. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
4. | Analisis kecukupan iuran terhadap | Dokumen kajian \% \Y Badan Penyelenggara a. Kementerian Kesehatan
manfaat. analisa kecukupan Jaminan Sosial b. Kementerian Keuangan
iuran terhadap Kesehatan ¢. Dewan Jaminan Sosial
manfaat. Nasional
5. | Kajian proyeksi kecukupan dana Jaminan | Dokumen kajian \Y Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator
Kesehatan dalam 5 tahun. kecukupan dana Nasional Bidang Pembangunan
Jaminan Kesehatan Manusia dan Kebudayaan
dalam S tahun. b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Kesehatan
d. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099622 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
6. | Peninjauan perhitungan besaran iuran | Dokumen kajian \% \Y a. Dewan Jaminan a. Kementerian Koordinator
Jaminan Kesehatan dan kriteria penerima | hasil perhitungan Sosial Nasional Bidang Pembangunan
manfaat. besaran iuran b. Kementerian Manusia dan Kebudayaan
Jaminan Kesehatan Kesehatan b. Kementerian
dan kriteria Ketenagakerjaan
penerima manfaat. c. Kementerian Keuangan
d. Kementerian Kesehatan
e. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
7. | Analisis kemampuan membayar iuran | Dokumen kajian \% \% Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator
masyarakat. analisa membayar Nasional Bidang Pembangunan
turan. Manusia dan Kebudayaan
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Kesehatan
d. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099621 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
Sasaran 2.2.3 Peraturan perundang-undangan (sistem dan prosedur) tentang urun biaya
1. | Penetapan peraturan perundang- | Satu dokumen A% a. Kementerian a. Kementerian Koordinator
undangan (sistem dan prosedur) tentang | rancangan peraturan Kesehatan Bidang Pembangunan
urun biaya perundang- b. Badan Manusia dan Kebudayaan
undangan (sistem Penyelenggara b. Kementerian Keuangan
dan prosedur) Jaminan Sosial c. Dewan Jaminan Sosial
tentang urun biaya Kesehatan Nasional
Sasaran 2.2.4 Peningkatan kepatuhan peserta Program Jaminan Kesehatan
1. | Pengembangan dukungan kelembagaan | Kasus yang \Y A% Badan Penyelenggara a. Kementerian Koordinator
untuk peningkatan kepatuhan peserta | tertangani/ Jaminan Sosial Bidang Pembangunan
dalam membayar iuran. terselesaikan. Kesehatan Manusia dan Kebudayaan
b. Kementerian Kesehatan
c. Kementerian Sosial
d. Kementerian Keuangan
e. Kementerian
Ketenagakerjaan

SK No 099769 C

f. Kementerian . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
f. Kementerian Badan Usaha
Milik Negara
g. Kepolisian Negara
Republik Indonesia
h. Kejaksaan Agung Republik
Indonesia
i. Dewan Jaminan Sosial
Nasional
j. Otoritas Jasa Keuangan
k. Perbankan
Sasaran 2.2.5 Program Jaminan Kesehatan dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang tersinkronisasi dengan baik
1. | Sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan | Satu dokumen \% \% Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator
dengan Jaminan Sosial Bidang | rancangan Nasional Bidang Pembangunan
Ketenagakerjaan. sinkronisasi Program Manusia dan Kebudayaan
Jaminan Kesehatan b. Kementerian Keuangan

Kementerian Kesehatan

SK No 087525 C

Sosial . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Sosial Bidang d. Kementerian
Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan
e. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
f. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Sasaran 2.2.6 Kajian tentang kelas standar Program Jaminan Kesehatan sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

1.

Kajian penyusunan kelas
Program Jaminan Kesehatan.

standar

Satu dokumen

kajian penyusunan

kelas standar

Program Jaminan

Kesehatan.

\Y%

Dewan Jaminan Sosial
Nasional

a.

o o

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
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2. Kajian . . .
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Program Jaminan Kesehatan.

laporan Peninjauan
pelaksanaan kelas
standar Program

Jaminan Kesehatan.

Nasional

oo

-58-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2. | Kajian implementasi pemberian manfaat | Satu dokumen \Y Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator
Program Jaminan Kesehatan sesuai kelas | kajian implementasi Nasional Bidang Pembangunan
standar Program Jaminan Kesehatan. pemberian manfaat Manusia dan Kebudayaan
Program Jaminan b. Kementerian Kesehatan
Kesehatan sesuai c. Kementerian Keuangan
kelas standar d. Badan Penyelenggara
Program Jaminan Jaminan Sosial Kesehatan
Kesehatan.
3. | Peninjauan pelaksanaan kelas standar | Satu dokumen \Y Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099617 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Sasaran 2.2.7 Program Asuransi Nelayan yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan

1.

Kajian integrasi data peserta Asuransi
Nelayan dengan Program Jaminan

Kesehatan.

Satu dokumen
rancangan Integrasi
data peserta
Asuransi Nelayan
dengan Program
Jaminan Kesehatan.

v

a. Dewan Jaminan

Sosial Nasional

b. Kementerian

Kelautan dan
Perikanan

c. Badan

Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

. Kementerian Kesehatan

Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099616 C

2. Implementasi . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2. | Implementasi integrasi data peserta | Tersusunnya \Y \Y Dewan Jaminan Sosial | a. Kementerian Kelautan dan
Asuransi Nelayan dengan Program | laporan pelaksanaan Nasional Perikanan
Jaminan Kesehatan. integrasi data b. Kementerian Kesehatan
peserta Asuransi c. Kementerian Perencanaan
Nelayan dengan Pembangunan
Program Jaminan Nasional/Badan
Kesehatan. Perencanaan
Pembangunan Nasional
d. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
3. | Pengembangan dukungan kelembagaan | Kasus yang \Y \% Badan Penyelenggara a. Kementerian Koordinator
untuk peningkatan kepatuhan peserta | tertangani/ Jaminan Sosial Bidang Pembangunan
dalam membayar iuran. terselesaikan. Kesehatan Manusia dan Kebudayaan
b. Kementerian Kesehatan
c. Kementerian Sosial
d. Kementerian Keuangan

SK No 099615 C

e. Kementerian . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
e. Kementerian
Ketenagakerjaan

o

Kementerian Badan Usaha
Milik Negara

Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik
Indonesia

Dewan Jaminan Sosial
Nasional

Otoritas Jasa Keuangan
Perbankan

SK No 099614 C

Jaminan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Sasaran 2.2.8 Terlaksananya peninjauan manfaat dan besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua,
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang disesuaikan secara berkala

1. | Peninjauan

Kematian.

secara

berkala
manfaat dan besaran
Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan

tentang
iuran Program

Satu laporan
Peninjauan secara
berkala tentang
manfaat dan
besaran iuran
Program Jaminan
Kecelakaan Kerja,
dan Jaminan
Kematian.

\Y

a. Kementerian
Ketenagakerjaan

b. Dewan Jaminan
Sosial Nasional

a.

o o

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Otoritas Jasa Keuangan

SK No 099613 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
. Kamar Dagang dan
Industri Indonesia
Asosiasi Pengusaha
Indonesia
Serikat Pekerja
2. | Peninjauan secara berkala tentang | Satu laporan \% a. Kementerian Kementerian Koordinator
manfaat dan besaran iuran Program | Peninjauan secara Ketenagakerjaan Bidang Pembangunan
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua. | berkala tentang b. Dewan Jaminan Manusia dan Kebudayaan
manfaat dan Sosial Nasional . Kementerian Kesehatan
besaran iuran Kementerian Keuangan
Program Jaminan

SK No 099612 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7

Pensiun dan . Kementerian Perencanaan

Jaminan Hari Tua. Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan

Pembangunan Nasional
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

. Kamar Dagang dan

Industri Indonesia
Asosiasi Pengusaha
Indonesia

Serikat Pekerja

SK No 099611 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
3. | Integrasi dan pemeliharaan sistem | Satu laporan \Y \Y% a. Kementerian a. Kementerian Koordinator
penyelenggaraan Jaminan Kehilangan | integrasi dan Ketenagakerjaan Bidang Pembangunan
Pekerjaan. pemeliharaan sistem b. Badan Manusia dan Kebudayaan
penyelenggaraan Penyelenggara b. Kementerian Kesehatan
pemberian manfaat Jaminan Sosial c. Kementerian Keuangan
Jaminan Kehilangan Ketenagakerjaan d. Dewan Jaminan Sosial
Pekerjaan. Nasional
e. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
4. | Penguatan fungsi dukungan pemerintah | Satu laporan \% \% Kementerian a. Kementerian Koordinator
dalam informasi pasar kerja pada manfaat | Penguatan fungsi Ketenagakerjaan Bidang Pembangunan
akses informasi pasar kerja. dukungan Manusia dan Kebudayaan
pemerintah  dalam b. Dewan Jaminan Sosial
informasi pasar kerja Nasional
pada manfaat akses

SK No 087526 C
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Industrial, dan Pengawas
Ketenagakerjaan pada penyelenggaraan
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Petugas Antar Kerja,
Mediator Hubungan
Industrial, dan
Pengawas
Ketenagakerjaan
yang mendapatkan
peningkatan
kapasitas terkait
manfaat akses
informasi pasar
kerja.
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
informasi pasar Badan Penyelenggara
kerja. Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
5. | Peningkatan kapasitas Pengantar Kerja, | Jumlah petugas \Y% \Y Kementerian Dewan Jaminan Sosial
Petugas Antar Kerja, Mediator Hubungan | Pengantar Kerja, Ketenagakerjaan Nasional

Pemerintah Daerah
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

SK No 099609 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

6. | Penguatan kapasitas lembaga pelaksana | Jumlah lembaga \Y% \Y Kementerian a. Dewan Jaminan Sosial
penempatan tenaga kerja pada manfaat | pelaksana Ketenagakerjaan Nasional
akses informasi pasar kerja. penempatan tenaga b. Pemerintah Daerah

kerja yang c. Badan Penyelenggara
mendapatkan Jaminan Sosial
penguatan kapasitas Ketenagakerjaan
terkait manfaat

akses informasi

pasar kerja.

7. | Penguatan fungsi dan pendanaan Satu laporan \% \Y a. Kementerian Badan Penyelenggara Jaminan
manfaat pelatihan kerja pada program kajian/reviu Ketenagakerjaan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan. penguatan fungsi b. Kementerian

dan pendanaan Keuangan
manfaat pelatihan

kerja Jaminan

Kehilangan

SK No 099608 C

Pekerjaan . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 3 4 5 6 7
Pekerjaan yang
berkelanjutan.

Sasaran 2.2.9 Tersusunnya rasio kecukupan manfaat dengan iuran Program Jaminan

Pensiun untuk menjamin keberlanjutan program

1. | Menyusun

rasio kecukupan manfaat
dengan iuran Program Jaminan Pensiun
untuk menjamin keberlanjutan program.

Satu dokumen
kajian rasio
kecukupan manfaat
dengan iuran
Program Jaminan
Pensiun untuk
menjamin
keberlanjutan
program.

\%

a. Dewan Jaminan
Sosial Nasional

b. Kementerian
Keuangan

Kementerian Ketenagakerjaan

SK No 099607 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

term

Sasaran 2.2.10 Terlaksananya pengembangan p

care yang semakin berkembang dan layak

rogram dan manfaat Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meliputi maternity benefit dan long

1.

Pengembangan program dan manfaat
Program  Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan  meliputi maternity
benefit dan long term care yang semakin
berkembang dan layak.

Satu dokumen
kajian
pengembangan
program dan
manfaat Jaminan
Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
meliputi maternity
benefit dan long term
care.

A%

a. Kementerian
Ketenagakerjaan

b. Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

a. Kementerian Keuangan
b. Dewan Jaminan Sosial
Nasional

SK No 099768 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran 2.2.11 Tersinkronisasinya Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Kesehatan
1. | Sinkronisasi data Program Jaminan | Satu dokumen \% \% a. Badan Kementerian
Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan | rancangan Penyelenggara Ketenagakerjaan
Program Jaminan Kesehatan. Sinkronisasi Jaminan Sosial Kementerian Kesehatan
Program Jaminan Ketenagakerjaan PT Dana Tabungan dan
Sosial Bidang b. Badan Asuransi Pegawai Negeri
Ketenagakerjaan Penyelenggara (Persero)
dengan Program Jaminan Sosial PT Asuransi Sosial
Jaminan Kesehatan. Kesehatan Angkatan Bersenjata

c. Dewan Jaminan
Sosial Nasional

Republik Indonesia
(Persero)

PT Asuransi Kerugian Jasa
Raharja

SK No 099605 C

2. Sinkronisasi . . .
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Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, PT
Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai
Negeri (Persero}, PT
Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia

PT Dana Tabungan
dan Asuransi
Pegawai Negeri
{Persero)

. PT Asuransi Sosial

Angkatan
Bersenjata Republik
Indonesia (Persero)

71-
Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2. | Sinkronisasi data Badan Penyelenggara Satu dokumen \% \Y Badan Kementerian Perencanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan rancangan Penyelenggara Pembangunan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sinkronisasi data Jaminan Sosial Nasional/Badan
Kesehatan dengan PT Dana Tabungan Badan Kesehatan Perencanaan
dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), Penyelenggara ' Badan Pembangunan Nasional
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata | Jaminan Sosial Penyelenggara . Dewan Jaminan Sosial
Republik Indonesia (Persero), dan PT Kesehatan, Badan Jaminan Sosial Nasional
Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Penyelenggara Ketenagakerjaan

SK No 099604 C

(Persero) . . .
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
panjang berbasis Kementerian
asuransi (long term Ketenagakerjaan
care insurance) Kementerian Perencanaan
untuk lanjut usia. Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan

Pembangunan Nasional
Badan Koordinasi
Keluarga Berencana
Nasional

Dewan Jaminan Sosial
Nasional

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099601 C

h. Badan . ..
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran 2.3.3 Meningkatnya tingkat kepuasan fasilitas kesehatan i
1. | Survei kepuasan fasilitas kesehatan. 80% tingkat \Y Kementerian Kesehatan Kementerian Pertahanan

Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

o oo

Sasaran 2.3.4 Meningkatnya tingkat kepuasan mitra Program Jaminan

Sosial Bidang Ketenagakerjaan

1.

Survei kepuasan mitra Program Jaminan
Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

77% tingkat
kepuasan mitra
Program Jaminan
Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
pada tahun 2023,
dan bertambah 1%
tiap tahun sampai
dengan tahun 2024.

\% \Y%

Kementerian
Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan

SK No 099644 C
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Kerangka Waktu

Kementerian /Lembaga

Kementerian/ Lembaga
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No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
2.3.6 Terlaksananya peninjauan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan secara berkala
1. | Peninjauan besaran iuran dan batas atas | Satu laporan \% Kementerian a. Kementerian Koordinator
upah sebagai dasar perhitungan iuran | peninjauan besaran Ketenagakerjaan Bidang Pembangunan
dan manfaat Program Jaminan | iuran dan batas atas Dewan Jaminan Manusia dan Kebudayaan
Kehilangan Pekerjaan secara berkala. upah sebagai dasar Sosial Nasional b. Kementerian Kesehatan
perhitungan iuran c. Kementerian Keuangan
dan manfaat d. Kementerian Perencanaan
Program Jaminan Pembangunan
Kehilangan Nasional/Badan
Pekerjaan secara Perencanaan
berkala. Pembangunan Nasional
e. Otoritas Jasa Keuangan
f. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
g. Badan ...
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No.

Kegiatan

Output

Kerangka Waktu
Pelaksanaan

Kementerian /Lembaga
Penanggung Jawab

Kementerian/ Lembaga
Terkait

2023 2024

4 5

7

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
Asosiasi
Pengusaha/Pemberi Kerja
Serikat Pekerja

2. | Evaluasi

penyelenggaraan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

program

Satu
evaluasi
penyelenggaraan
program Jaminan
Kehilangan
Pekerjaan.

laporan

b. Dewan

a. Kementerian

Ketenagakerjaan
Jaminan
Sosial Nasional

o0

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Otoritas Jasa Keuangan

SK No 099640 C
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Kerangka Waktu Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga
No. Kegiatan Output Pelaksanaan Penanggung Jawab Terkait
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

. Asosiasi

Pengusaha/Pemberi Kerja
Serikat Pekerja.
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Kerangka Waktu Kementerian . .
. /Lembaga Kementerian/ Lembaga Terkait
No. Kegiatan Output Pelaksanaan P
enanggung Jawab
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7
g. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Sasaran 2.4.3 Tersedianya rekomendasi pemanfaatan dana operasional yang efektif
1. | Evaluasi efektivitas dan pemanfaatan | Satu dokumen \" \Y Kementerian a. Kementerian Perencanaan
dana operasional Program Jaminan | rekomendasi Koordinator Pembangunan
Kesehatan. pemanfaatan dana Bidang Nasional/Badan
operasional Program Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Jaminan Kesehatan Manusia dan Nasional
yang efektif. Kebudayaan b. Kementerian Kesehatan
. Kementerian c. Badan Pemeriksa Keuangan
Keuangan d. Dewan Jaminan Sosial
Nasional
e. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

SK No 099762 C
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Program Jaminan Kesehatan.

kajian efektifitas
koordinasi manfaat
Program Jaminan
Kesehatan.

Sosial Nasional
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Keuangan

-89-
Kerangka Waktu Kementerian
. g /Lembaga Kementerian/ Lembaga Terkait
No. Kegiatan Output Pelaksanaan
Penanggung Jawab
2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Sasaran 2.4.4 Evaluasi sistem koordinasi antar badan penyelenggara

1. | Evaluasi sistem koordinasi manfaat | Satu dokumen Vv \Y4 Dewan Jaminan a. Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

b. Kementerian Perencanaan

Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional

c. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

d. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

SK No 099633 C
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Kerangka Waktu Kementerian . .
. /Lembaga Kementerian/ Lembaga Terkait
No. Kegiatan Output Pelaksanaan P
enanggung Jawab
2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
e. PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri
{Persero)
f. PT Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Persero)
g. PT Asuransi Kerugian Jasa
Raharja
2. | Evaluasi sistem koordinasi manfaat | Satu dokumen \Y \% Dewan Jaminan a. Kementerian Koordinator
Program Jaminan  Sosial = Bidang | kajian efektivitas Sosial Nasional EIldang_ Pembangunan
. g . anusia dan Kebudayaan.
Ketenagakerjaan. koordinasi manfaat Kementerian b. Kementerian Perencanaan
Program Jaminan Ketenagakerjaan Pembangunan
Sosial Bidang Kementerian Nasional/Badan
Ketenagakerjaan. Keuangan Ezgiggglnaan Pembangunan

SK No 099632 C
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No.

Kegiatan

Output

Kerangka Waktu
Pelaksanaan

Kementerian
/Lembaga
Penanggung Jawab

Kementerian/ Lembaga Terkait

2023

2024

4

5

6

7

. Badan

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Ketena%akerjaan
enyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri
(Persero)
PT Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Persero)
PT Asuransi Kerugian Jasa
Raharja

Sasaran 2.4.5 Analisa dampak bantuan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu

1.

Analisis dampak bantuan iuran bagi
orang miskin dan tidak mampu pada
Program Jaminan Kesehatan.

Satu dokumen
kajian analisis
dampak bantuan
iuran bagi orang

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan

ao o

Kementerian Sosial
Kementerian Keuangan
Kementerian Kesehatan
Badan Pusat Statistik
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Strategi 4: Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Arah Kebijakan 4.1: Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SJSN Terpadu dengan Memanfaatkan Sistem
Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi

Kerangka Waktu Kementerian
. g /Lembaga Kementerian/ Lembaga Terkait
No. Kegiatan Output Pelaksanaan
Penanggung Jawab
2023 2024
1 2 3 4 S 6 7

Sasaran 4.1.1 Terciptanya sistem pencatatan dan teknologi informasi yang mendukun

evaluasi, kajian, dan perencanaan program jaminan sosial

1.

Pengembangan sistem pencatatan dan
teknologi informasi yang mendukung
evaluasi, kajian, dan perencanaan
Program Jaminan Kesehatan.

Satu dokumen
rancangan sistem
pencatatan dan
teknologi informasi
yang mendukung
evaluasi, kajian, dan
perencanaan

\Y

\Y

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan

a. Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional

b. Kementerian Kesehatan

c. Kementerian Keuangan
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